
SUPATI PURBAUNGOA, 
Mcnimbang: bahwa untuk mclaksanakan kctcntuan Pasal 50 Peraturan 

Mcnteri Dalam Negcri Nomor 61 Tabun 2007 tcntang Pedoman 
Tcknis Pcngclo.laan Keuangan Badan l.ayanan Umum Dacrah, 
perlu mcnctapkan Peraturan Supati tcntang Rcmuncrasi pada 
Sadan Layanan Umum Dacrah Rumah Sakit Umum dr. R. 
Ooctcng Tarocnadibrata Purbalingp; 

Mcngingat: l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang Pcmbcntukan 
Dacrah-dacrah Kabupatcn Dalam Linglcungan Propinsi Djawa 
Tengab; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negaza (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabuo 2004 tcntang Perbendaharaan 
Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tcntang Pemcriksaan 
Pengclolaan Dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabuo 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Ncgaza Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tabuo 2004 tcntang Praktik 
Kcdokteran (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tambahao Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4431); 

7. Undang- Undang 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) 
scbagaimana telah beberapa kali diubah tcrakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tabun 2008 tcntang Perubahan 
Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerintahan Dacrab (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahao Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4844); 
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8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tarobahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rurnah Sakit 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

JO. Undang-Undang Noroor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lcmba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

I I. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Noroor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Uroum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lerobaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang Pedoman 
Penyusunan Dan Penctapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 737); 

17. Peraturan Mcntcri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 

18. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang 
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan 
Pengawas, Dan Pcgawa.i Badan Layanan Umum, scbagaimana 
telah diubah dcngan Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 
73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mcnteri 
Kcuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tcntang Pedoman 
Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Penge.lola, Dewan 
Pengawas Dan Pcgawai Sadan Layanan Umum; 

19. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umuri../ 
Daerah; , 



<, 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
I. Oaerah adlllah Kabupaten Purbalingga. 
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
3. Badan Layanan Umum Daerah yang sela.njutnya disingkat 

BLUD adalah Satuan Kcrja Perangkat Oaerah atau Unit Kerja 
pada Satuan Kerja Perangl<al Oaerah di lingkungan 
Pemerintab Oacrah yang dibentulc untuk memberika.n 
pelayanan kepada masyarakat berupa penycdiaan barang 
dan/atau jasa yang dijuaJ tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalrun mclakukan kegjatannya berdasarkan 
prinsip cfisiensi dan produ.ktifitas. 

4. Kcsehatan adalah kcadaan sehat, bailc secara fisik dan 
mental dari bada.n, jiwa dan sosial yang mcmungkinkan 
sctiap orang bidup produktif secara sosial dan ckonomis. 

5. Pelayanan keschatan adalah scgala kcgjatan pelayanan 
kcsehatan yang dibcrikan kcpada pasien dalam rangka 
obscrvasi diagnosis, pengobatan, rchabilitasi medik clan 
pelayanan kesehatan lainnya. 

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesebatan yang 
menyelenggarakan pelayanan keschatan perorangan 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat/ 
jalan dan gawat daruraL Q 

BAB I 

KETEN'n.JA.N UMUM 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA SADAN 
LAVA.NAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM OAERAH dr. 
R. OOETENG TAROENADlBRATA PURBAUNGGA 

MEMUTUSKAN: 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 
tentang Pedoman Penetapan Pengltasilan Pemimpin Dan Dewan 
Pengawas Ramah Sakit Badan Layanan Umum; 

21. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 138/Menkes/PB/D/2009 Dan Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan K.esehatan Bagi Peserta 
P'I'. Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas, 
Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lcmbaga Teknis 
Daerah, sebe.gaimana telah diubab dengan Peraturan Daerah 
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Organisasi Dan Tatakerja Lcmbaga Teknis Daerah (Lcmbaran 
Dacrah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 141; 

23. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor. 440/289 Tahun 2011 
tentang Penetapan RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata 
Purbalingga Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. 



7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
RSUD cir. R. Ooetcng Taroenadibram milik Pcmerintah Kabupatcn 
Purbalingga, yang mcnyelenggarakan pelayanan kcsehatan kcpada 
masyarakat untuk semua jcnis pcnyalcit dari pclayanan dasar sampai sub 
spesialistik sesuai dcngan kemampuannya. 

8. Pola Pengclolaan Keuangan BLUD, yang sclanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengclolaan keuangan yang membcrikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk mencrapkan praktik-pralctik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kcpada masyarakat da1am rangka memajukan 
kescjaht.craan umum den mencerdaskan kchidupan bangsa, scbagai 
pengecualian dari ketentuan pengclolaan kcuang;m daerah pads 
umumnya. 

9. Dewan Pengawas adalab organ yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan BLUD yang tcrdiri dari Ketua den Anggota Dewan 
Pcngawas. 

10. Sckreta.ris Dewan Pengawas adalah pejabat yang diangkat mcmbantu 
kelancaran tugas-tugas Dewan Pcngawas. 

11. Remunerasi aclalah imbalan kerja yang dapat bcrupa gaji, tunjangan tetap, 
honorarium, inscntif, bonus ataa prestaai, pesangon dan/ a tau pensiun 
yang ditetapkan dengan mcmpertimbangkan prinsip proporsionalltas, 
kesctaraan dan kepatutan. 

12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bcrtanggung jawab 
tcrhadap kincrja operasional BLUD yang tcrdiri atas pemi:mpin, pejabat 
keuangan, dan pejabat teknis yang scbutannya discsua.ikan dengan 
nomenklatur yang berlalcu pads BLUD yang bersangkutan. 

13. Pcndapatan adalah scmua pcnerimaan dalam bentuk leas dan tagihan 
BLUO yang menambah ekuitas dana lancar daJam periode anggaran 
bcrsangkutan yang tidal< pcrlu dibayar kembali. 

14. Bclanja adalab scmua pengcluaran dari rekening leas yang mengumngi 
ekuitas dana lancar dalam pcriode tahun anggaran bersangkutan yang 
tidal< akan dipcroleh pembayarannya kembali oleb BLUD. 

15. Biaya adalah scjumlah pengcluaran yang mengurangi ckuitas dana lancar 
untuk mempcroleh barang den atau jasa untuk keperluan opcrasional 
BLUO. 

16. Pelayanan Rumah Sakit adalah pclayanan yang dibcrikan oleb Rumah 
Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Mcdik, Pelayanan 
Penunjang Medik, Pclayanan Kepcrawatan, dan pclayanan Administrasi 
Manajcmcn. 

17. Jenis Pclayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang dibcrikan olch rumah 
sakit kepada masyarakaL 

18. Mutu Pclayanan Keschatan adalah kincrja yang mcnunjuk pada tin.gkat 
kescmpumaan pelayanan kcsebatan, yang disatu pibak dapat 
menlmbulkan kepuasan kcpada sctiap pasien sesuai dengan tingkat 
kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tats penyclenggaraannya 
sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditctapkan. 

19. Kinerja adalah proses yangdilalcukan dan hasil yang dicapai oleb suatu 
organisa.si daJam menyediakan produk dalam bcntuk jasa pelayanan atau 
barang kepada pelanggan. 

20. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS yang/ 
bckerja atau mcmbcrikan pelayanan di RSUD. (J 



Tujuan diberikannya Remunerasi adalah untuk : 
a. mcningkatkan motivasi kerja; 
b. mcningkatkan kescjahtcraan karyawan; 
c, mcningkatkan kincrja rumah sakit secara kcseluruhan; 

Pasal 4 

Remunemsi diberikan sebagai penghargaan kepada setiap individu atas 
kinerja yang telah dilaksanakan tcrkait dengan pelayanan RSUD yang 
diberikan scsuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing 
pihak. 

Bagian Kedua 
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Pasal 2 
(l) Dcngan Pcraturan Bupati ini ditetapkan Rcmuncmsi pada Sadan Layanan 

Umum Dacmh Rumah Sakic Umum Dacrah dr. R. Oocteng Taroenadibrat:a. 
Purbalingga. 

(2) Remunerasi scbagaimana. dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
mempertimbangl<an prinaip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan. 

BAB 11 
REMUNERASI 
Bagian Kcsatu 

Remuncmsi 

21.0aji Pejabat Pcngelola BWD dan Pcgawai BLUD yang berstatus PNS 
adalah imbalan finansial bersih yang diterima sctiap bulan olch pejabat 
pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan dalam Daftar Pclaksanaan 
Anggaran (DPA). 

22. Oaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS 
adalah imbalan finansial bersih yang diterima sctiap bulan oleh pejabat 
pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan pa.da biaya operasional 
BLUD. 

23. Jasa pelayanan atau inscntif adalah imbalan finansial bersih yang diterima 
setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan 
pa.da biaya operasional BLUD dan biaya pelayanan da1am DPA-BLUD. 

24. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang dapat diterima setiap 
bulan karena kedudukan scscorang dalam kepanitiaan, tim atau kclompok 
kerja di BLUD, scperti Dewan Pengawas, Panitia Pengadaan, Panitia 
Pcnerima Pekerjaan. 

25. Dokumen Pclak8anaan Anggaran BLUD yang sclanjutnya DPA-BLUD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proycksi arus kas, 
jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasi1kan dan digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. 



Pasal 8 

(I) Gaji pegawai BLUD RSUD yang berstatus PNS scsuai dengan Pcraturan 
Pcmcrintah yang mengatur gaji PNS. 

(2) Gaji pcgawai BLUD RSUO yang bcrstatus non PNS diatur deogan 
Keputusan Pcmimpin BLUD / Dircktur RSUD. 

Pasal 7 

(I) Remuncrasi dibcrilcan kcpada Pcjabat Pcngelola BLUD, dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor : 

a. ukuran dan jumlah asct yang dikelola BLUD; 
b. tingkat dan produktifitas pclayanan / kinerja opcrasional BLUD. 

(2) Pcmimpin BLUD yang bcratatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengilruti 
pcraturan pcrundang-undangan tcntang gaji dan tunjangan PNS scrta 
diberikan tambahan pcngbasilan scsuai rcmuncrasi yang ditctapkan olch 
Kepela Dacrah. 

(3) Remunerasi pcmimpin BLUO yang bcrstalus Non PNS discta.ra.kan pada 
pangkat minimal csclon Oircktur RSUD dcngan masa kcrja O (Nol) tahun. 

(4) Rcmuncrasi bagi pejabat kcuangan dan pcjabal tclmis ditctapkan paling 
banyak sebcsar 90% (scmbilan pulub pcrsen) dari rcmuncrasi pcmimpin 
BLUD. 

Bagian Ketiga 
Pcncrima clan Proporsi Remuncrasi 

Pasal 6 

(I) Rcmuncrasi pada BLUD dibcrikan kepada Pcjabat Pcngclola BLUD, Dewan 
Pcngawas, Sekrctaris Dewan Pcngawas den pcgawai BLUD scsuai dengan 
tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalismc yang dipcrlukan. 

(2) Khusus Dewan Pcngawas dan Sekretaris Dewan Pcngawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibcrikan da1am bcntuk honorarium. 

(3) Bagi pcjabat pcngclola dan pcgawai BWD yang bcrstatus PNS, gaji pokok 
dan tunjangan mcngilruti pcraturan pcrundang-undangan tcntang gaji clan 
tunjangi,n PNS scrta dibcrilcan tambahan pcngbasilan scsuai rcmuncrasi 
yang ditctapkan oleh Kepela Dacrah. 

(4) Remuncrasi pcgawai BLUD yang bcrstatus Non PNS dapat bcrupa 
honorarium dan inscntifataujasa pclayanan. 

(5) Rcmuncrasi scbegaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) ditctapkan 
oleh Bupati bcrdasarkan usulan dari Pemimpin BLUD melalul Sekrctaris 
Daerah. 

Pasal 5 

Ruang Llngkup Remunerasi adalah pengclola, pembina clan pegawai BLUD. 



(II Rcmuoerasi bagj Pejabat Pe~lola BWD clan Pegawai BLUO yang 
bcratatus PNS sebagaimana diroabud dalam Pasal 6 ayat (3) dicantumkan 
dalam DPA tahun berjalan, yang dananya berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Dacrah tahuo berjalan. 

(2) Rcrouoerasi bagj Pcjabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUO yang 
bcntatus Non !'NS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oyat (4) 
dicantumkan dalam DPA tahun bcrjalan, yang dananya bcrasal dari 
Pendapatan BLUD. 

(3) Rcmuneraai kepada Dewan Pcngawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berasal dari pendapatan 
BWO dan dicantumkan dalam OPA-BLUD tahun berjalan. 

(4) Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan bcrasal dari pendapatan 
BLUD. 

Bagjao Keempat 
Sumber Perobiayaan Rcrouoerasi 

Pasal II 

Pasal 10 

(l) lnsenlif atau jasa pelayanan diberikan kepada pembina, pengelola dan 
pegawai RSUO. 

(2) lnscntif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ada1ah jasa pelayanan 
keschatan yang diterima scbcsar 90 % (scrobilan puluh persen) dari total 
penerimaan jasa pelayanan. 

(3) lnscntif diberikan secara proposional kepada : 
a. Bupati sebesar 2% ; 
b. Wakil Bupati scbesar 0,75%; 
c. Sekrctaris Daerah sebesar 0,25 %; 
d. Pejabat Pengelola BLUO clan pegawai RSUD scbesar 87%; 

(4) Rincian besaran inscotif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d akan 
diatur tersendiri oleh Direktur RSUD atau Pemimpin BLUD. 

Pasal 9 

(1) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkao berdasarl<an 
komposisi sebagai berilrut : 
a. honorarium Kerua Dewan Pengawas sebesar 30% (tigi, puluh persen) 

dari gaji pcmimpin BLUD; 
b. honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 25% (due puluh lima 

persen] dari gaji pemimpin BLUD; 
c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas scbesar 15% (lima belas 

persen] dari gaji pemimpin BLUD. 

(2) Honorarium bagj selain Dewan Pengawas clan Sekretaris Dewan Pengawas, 
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga 
Barang/ Jasa Di Linglrungan Pemerintah Kabupa.ten Purbalingga. 



IMAM SUBIJAKTO 
Pembi.na Ulama Muda 
NIP. 19551006 198010 I 002 

BERITA OAERAH KABUPATEN PURBAUNOOA TAHIJN 2013 NOMOR ) 

Oiundanglcan di Pw-balingp 
pada tanagt.l I Ja -1 .. ,:r 
Pit SEKRETARIS OAl!RAH 
Mie<en Adm.iniatraai 

HERU SUOJATMOKO 

Ditctapkan di Purballngga 
pada tanggal I l..-i .. 13 
BUPATI PUR8AUNOOA, 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tangglll diundangkart. 

Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahl<an pengundangan Peraturan 
Supati ini dcngan pcncmpatannya daJam Serita Dacrah Kabupaten 
Purbalingga 

Pasal 14 

Pcraturan Supati ini mula.i berlalru surut sejak dilaksanakannya Pola 
Pengclolaan Keuangiui Badan l..ayanan Umum Daerah (PPK-BLUDJ. 

Pasal 13 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengena.i 
teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemimpin BLUD. 

BABlD 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 


